KECAMATAN BATANG KAPAS

Jin. Raya Painan - Inderapura Km. 95, Telp. (07561 450004

[ FESISIA SELATAR ) PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
wj_ Kode Pos: 25661

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
NOMOR : 140 / 0/O/Kpts/CMT-BTKP /IV-2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK
KECAMATAN BATANG KAPAS
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT BATANG KAPAS

. Membaca : Surat Wali Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek Kecamatan'Batang
Kapas Nomor : 140/22/SN-IV.KM/1V-2023 tanggal 4 April 2023
perihal Permintaan Evaluasi APB Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek
Tahun Anggaran 2023;

Menimbang : a) bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 37 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa maka Rancangan Peraturan Nagari Sungai Nvalo
IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari perlu dievaluasi agar
tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan

Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah
lainnya;

b) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Pesisir

Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bupati Kepada Camat;

c) bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a dan b, perlu
.‘ menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Sungai Nyalo IV Koto
Mudiek Kecamatan Batang Kapas tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo
Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2087) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
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kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerinlah‘
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2109);

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2016 tentang  Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44

Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Il.Peraturan Menteri Dalam Negeri  Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73
Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

13.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdavaan

Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1633);

14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang
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Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang
Pengelolaan Dana Desa;

16.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007
tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah di ubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari,

18.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang
Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022.

19.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 Tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
Tahun Anggaran 2023;

20.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2023;

21.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang

Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun
Anggaran 2023;

22.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari
dan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun Anggaran 2023;

23.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang
Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara
Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2023;

24.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Penetapan Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Setiap
Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU ¢ Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek
Kecamatan Batang Kapas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagari Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini.

KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan

sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023
berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu
paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
keputusan ini.
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KETIGA C Dalam hal Wali Nagati dan BAMUS Nagati tidak menindaklanjuti
hasil Fvalunsi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari
tentang Perubahan Anggarn Pendapatan dan Belanjon Nagari Tahun
Anggaran 2022 menjadi Peraturan Napari, Maka Peraturan Nagar)
dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Wali  Nagari bertanggungjawab  sepenuhnya/mutlak  terhadap
pelaksanann APB Nagari yang telah dilakukan KEvaluasi.

KELIMA ¢ Dalam  hal terdapat kernguan/ketidakjelasan  aturan  terkait
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari
agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari
terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penctapan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang Kapas
: 5 April 2023

A BN

Tembusan disampaikan kepada :

Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan; N
. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

. Kepala DPMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

Kepala Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
. Ketua BAMUS Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek di Sungai Nyalo.

NOU R W
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS

NOMOR 140 /010 /Kpts/ CMT-BTKP /1V-2023
TANGGAL : G APRIL 2023
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI

SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN
2022

a. Kebijakan Umum
1. Perencanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan
Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sesuai dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) dan Rencana Kerja Pemerintah
Nagari (RKPNag) Tahun anggaran berkenaan.

2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan
dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan antara pemerintah daerah dan
pemerintah nagari, pengalokasian anggaran belanja nagari digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

3.

Rancangan Peraturan Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan kepada
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat Batang Kapas sudah
ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan
Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari
Bupati Pesisir Selatan.

b. Pendapatan

1. Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :

a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum
penerimaannya.
b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu

bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan
belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar Nagari mem

pedomani prinsip penganggaran
pendapatan tersebut diatas.

. Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2023, Dana Nagari
untuk Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek dialokasikan sebesar Rp. 840.305.000,00

3. Pendapatan Nagari dari Alokasi Dana Desa dianggarkan sebesar
Rp. 470.291.541,00 sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2023, dan untuk Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek
dialokasikan sebesar Rp. 20.035.889,00 dari bagi hasil pajak dan retribusi Daerah

dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor
133 Tahun 2022,

4. Penganggaran pendapatan diharapkan agar mengoptimalkan pencapaian target
Pendapatan Asli nagari sesuai dengan potensi sumber pendapatan nagari dengan
tetap mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

S.

Pada Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
Sungai Nyalo IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Tahun Anggaran 2023,
estimasi pendapatan nagari sudah disusun secara rasional dan realistis sesuai

dengan pendapatan yang diterima oleh nagari yaitu sebesar Rp. 1.333.740.429,00
yang bersumber dari:
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a) Pendapatan Asli Desa (I'AD) Rp. 0,00
b) Pendapatan Transter tecdivi dari:
1) Dana Desa Rp. #40..305.000,00
2) Alokasi Dana Desa Rp. 470.291.541,00
3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Rp. 20,035.889,00
¢) Pendapatan Lain-lain Rp. 3.108.300,00

c. Belanja

1. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi
kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan  Nagari, l’mnh::ngunan_
Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari
dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari.
berdasarkan  prakarsa masyarakat, kewenangan yang dilugnskm'l oleh
Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang
ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal
usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

2. Dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan
APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/a.tau
masih ada di rekening kas Nagari sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2022, diminta
kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBD
Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaa_tkan
dan/atau masih ada di rekening kas Nagari sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2022_
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 sesuai

dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun
sebelumnya.

3. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Belanja Kegiatan harus berdasarkan
Prioritas Program dan Kegiatan yang pendanaan dari Dana Desa (DD) berpedoman
kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana
Desa yang di tindaklanjuti dengan regulasi :

a. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetepan Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian serta Penyaluran Dana Nagari setiap

Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2023.

c. Surat Bupat Pesisir Selatan Nomor 140/290.1/DPMDPPKB-PS/2023 Tanggal 28
Maret 2023 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa.

4. Setiap Belanja nagari yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023, diharapkan
kepada nagari agara tetap berpedoman kepada regulasi yang ada, vaitu :

a) Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan perangkat nagari
serta tunjangan Bamus harus sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan
Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari,

Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari
Dalam Anggaran Pedapatan dan Belanja Nagari,

b) Dalam rangka memenuhi prinsip penganggaran belanja tersebut, diharapkan

kepada Nagari agar mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129
Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023

yang merupakan harga satuan umum untuk pedoman penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023,
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d. Pembiayaan

Pada Rancangan APB Nagari Sungai Nvalo IV Koto Mudiek pembiavaan sebesar Rp.
(13.957.305,36) dengan rincian pos penerimaan terdapat Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SILPA) Tahun 2022 sebesar Rp. 16.042.694,65 dan pada pos pengeluaran
pembiayaan berupa penyertaan modal Desa sebesar Rp. 30.000.000,00.

e. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2023

a. Pendapatan Nagari sebesar Rp. 1.333.740.430,00 dengan rincian :
1} Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp.

2) Dana Transfer sebesar Rp. 1.330.632.430,00

3) Pendapatan lain-lain yang sah Rp. 3.108.000,00
b. Belanja Nagari sebesar Rp. 1.319,783.123,64 dengan rincian : ~ ]
1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp. 511.089.273,6+
2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp. 4‘_15-390'090’00
3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp. 52.792.850,00
4) Bidang pemberdavaan masyarakat Nagari Rp. 134.911.000,00
5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Rp. 174.200.000,00
Mendesak Desa
¢. Pembiayaan Nagari Rp. (13.957.305,36) dengan rincian
1) Penerimaan Pembiayaan Rp. 16.042.694,64
2) Pengeluaran Pembiavaan Rp. 30.000.000,00
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1.1  Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima +
_dari Nagari secara lengkap
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 APBNagari atau Rancangan Pernag tentang BAMUS Pembahasan dan hari setelah disepakati
- APBNagari dilakukan tepat waktu Penyepakatan Pernag tentang bersama. Pernag
APBNagari (lihat tanggal tentang APBNagan
keputusan) harus diajukan Woﬁmn_.m
_ camat untuk dievaluasi
1.3 | Apakah BAMUS telah menyepakati Rancangan v Keputusan hasil musyawarah Berdasarkan .
. Pernag tentang APBNagari/ Rancangan Pernag Bamus Pembahasan dan Permendagri mengenai
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| disusun berdasarkan RKPNagari/RKPNagari tahun
| berkenaan

RKP Nagari atau RKP tahun
berkenaan

2.1.2

Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai
dengan peraturan Perundang- undangan

2.2

Pendapatan

2.2.1

Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis

2.2.2

Apakah estimasi pendapatan Nagari yang
bersumber dari Pendapatan Asli Nagari rasional
dan realistis, serta didapatkan secara legal dan
telah diatur dalam Peraturan Nagari

< |2

Pernag terkait PANagari (misal
Pernag tentang Pungutan, dli)

@
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Apakah ¢ L:.;.?.._ pendapatan Nagan vang .
bersumber dan Dana Transfeq rasional dan
realistis _ RS —
\pakah penempatan pos Belanja telah sesuai v | i
dengan peraturan Perundang undangan | m _P | i
Semua kegiatan Belanja Nagari telah sesuai dengan =\ | Perbup tentang Daftar [pyentaris ]
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233 Apakah ada program/kegiatan vang dilakukan m I B e ]
- iebih dan 1 _..,ﬁ.wwﬁ._rﬂ.mﬂt}ﬂl.mnmmmﬁmn ABCE«\.&N—.& , e 1
234 Apakah belanja Nagani vang ditetapkan dalam @+ | : g A .n
APBNagan: _ _
! hetahanan Pangan minimal 20%; __
2. Jaminan Keschatan Minimal Minimal 5%; m _
3. BLT Minimal 10%; dan _ |
4. Operasional Nagari Maksimal 3%. ) e =]
235 Apakah belanja Nagari sudah sesuai dengan Surat |
Supau  Pesisir  Selatan Nomor 140/290.1 _
DPMDPPRB-PS/2023 Tentang Petunjuk Teknis u
Penggunaan Dana Desa sesuai Prioritas Daerah |
& Tahun 2023 o o S
© 236 Siwp, tunjangan dan operasional untuk Wali | Peraturan Bupati tentang ADN
Nagari dan Perangkat Nagari sesuai yang atau munqg.hv tentang Penetapan
ditetapkan dalam peraturan Bupati Pesisir Selatan MNMM”._ Wali Nagari dan Perangkat
237 Besaran Tunjangan dan Operasional untuk | Peraturan Bupati tentang ADD
Anggota  BAMUS, dianggarkan sesuai yang atau wﬂwﬂﬂ ﬂnbﬂm”_m ?%MSE .
ditetapkan dalam peraturan Bupati MMMM“._ agari dan Perangka
238  Alokasi belanja dengan output yang akan | Peraturan Bupati aﬁﬁ:w o
dihasilkan logis karena telah memperhitungkan mgamﬁ Harga/Standar Biayva
~ tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga) Nagari . e
2.4 Pembiavaan S ;
" 2.4.1 Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai | v
dengan peraturan Perundang- undangan = T s
| 242 | “‘»ﬁwwmvmﬂax pos pengeluaran pembiayaan untuk \| WWAMWMMMM dana
*mbentukan Dana Cadangan o i e
P.lul..ﬁw | vammr ~ Pembentukan _mx:.m ~ Cadangan telah v Peraturan Nagari tentang Dana | Tidak ada dana

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

i
Apakah  Pembentukan Dana n:.n_m__.ﬁmn: telah | _
ditetapkan dengan Peraturan Nagari . A
Apakah ada pos pengeluar: ‘mbiay *
| sl _\ 2 an pembiavaan untuk | Ly
penyertaan modal pada BUMNag | _
25_3.: penyertaan modal pada BUMNag, telah | v |
sesual dengan  peraturan perundang undangan | |
[ i ) | £ i ‘— _
dan ditetapkan  melalaui  Peraturan Nagan dan |
memenuhi nilai kelayakan usahg v
2.4.6 | Pada ._.5_:_:.& APBNagari, pada pPos  penerimaan v |
pembiayaan  terdapat  SilPA  tahun anggaran | _
B sebelumnya _ _.
2.4.7 ‘ada  evaluasi APBNagari, apakah SiLPA tahun |
| sebelumnya telah digunakan seluruhnya, | _
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalit

Evaluasi dilakukan tanggal: S April 202
Hasil Kvaluasi (coret yang tidak sesuai):
e Untuk disetujui Camat
. * Untuk diperbaiki Nagari

Tim Evaluasi

1. DENNY ANG
JAYA YUMSI, S.Kom

ROZA ADELINA, SH

4. RAJA RATMAN, SE

5. RENI MAILIZA, ST
ALMUTTAQIN SUDDANA, S.Sos
7. ISMET RIZAL CAN

OSCAR WILLIAM HARIS

IARA, S.STP.M.Ec.Dev

b

o

S, TE—
|
|
|
|

Ketua

Wakil Ketua
| Sekretaris
_ Anggota
Anggota
_ Anggota
| Anggota
“ Anggota

|
|
|

as: LENGKAP dan telah memenuhi aturan yvang

Peraturan Nagari r.:.z_mw._s.uw::
- Cadangan

Peraturan Nagari :,:r_:r

Pembentukan BUMNag dan hasil

analisa kelavakan usaha

ada

~

semssssanas

“Tridak ada dana

cadangan

Tidak ada penyertaan
modal pada Bumnag
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